KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER

DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN REMUNERASI
PADA RSK. GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Badan
Layanan Umum Daerah adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kegiatan
pelayanan di Rumah Sakit tidak lepas dari peran pentingnya pengelolaan Sumber daya
Manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin
BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
BLUD dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan
ketenagaan UOBK yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.Untuk menciptakan
sumber daya manusia yang produktif dan menjadikan sumber daya manusia yang
berkualitas, maka Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan
memberikan remunerasi sebagai imbalan yang layak kepada pegawai. Remunerasi
yang diberikan dapat berupa gaji. tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas
prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas,
Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai Rumah Sakit.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoar 39 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan
Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 38).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan
Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indanesia Tahun 2018 Nomor 129 1);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahunn 2019 Nomor 912);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kiasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 259);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
Khusus Gigi dan Mulut (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014
Nomor 18);

Peraturan Gubernur Nomar 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 27);

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
Nomor 28);




lll. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya
Manusia Badan Layanan Umum Daerah Dan Remunerasi Pada Rumah Sakit Khusus
Gigi Dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk dijadikan acuan dalam
Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pemberian Remunerasi pegawai di Rumah
Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera.

IV. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah untuk mewujudkan pengelolaan Sumber
Daya Manusia, memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas dan profesional, serta
pemberian remunerasi untuk meningkatkan motivasi kerja, meningkat kesejahteraan
karyawan dan meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

V. POKOK PIKIRAN

Sumber Daya Manusia Rumah Sakit adalah semua tenaga yang bekerja di Rumah
Sakit baik tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

VI. RUANG LINGKUP DAN OBJEK YANG DIATUR

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi pengelolaan
dafam pemenuhan SDM yang berkualitas dan profesional serta pemberian remunerasi
pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai RSK. Gigi dan Mulut Provinsi
Sumatera Selatan.

VIl. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah
untuk mengetahui pengelolaan SDM dan Remunerasi pada RSK. Gigi dan Mulut
Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, September 2024
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